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ABSTRAK 
DWI NINDIA RISKA  B 121 12 146 TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DI 
KABUPATEN BARRU. (Dibawa Bimbingan Bapak ACHMAD RUSLAN 
sebagai Pembimbing I dan Bapak ZULKIFLI ASPAN sebagai 
Pembimbing II). 
Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
daerah, maka Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk mengelolah 
sumberdaya diwilayah laut. Kabupaten Barru sebagai pemegang otoritas 
untuk mengelolah sumber daya alam ini dituntut untuk perencanaan yang 
matang sehingga potensi ini dapat termanfaatkan. Karena kekayaan sumber 
daya alam dari sektor perikanan dan kelautan ini telah menjadi primadona. 
Namun ada permasalahan yang sering terjadi dalam hal tersebut yakni 
kurangnya pengetahuan bahkan kesadaran warga dalam memanfaatkan 
sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Barru ini dibuktikan dari 
pelanggaran-pelanggaran dalam sektor tersebut, penggunaan alat tangkap 
yang tidak ramah lingkungan (troll, bom, dan obat bius), dalam 
memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini merupakan 
pekerjaan rumah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sehingga 
perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius demi pengembangan sektor 
Kelautan dan Perikanan. 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Penelitian ini merupakan  
penelitian hukum empiris. Yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk 
melihat pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kelautan 
dan perikanan. Serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Barru. 
Hasil penelitian dalam analisis permasalahan ini yaitu Keberadaan 
perda Nomor 5 tahun 2008 merupakan sebuah legitimasi yuridis 
pendelegasian tugas dan fungsi dinas perikanan dan kelautan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa : Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perikanan dan 
kelautan Kabupaten Barru sudah terlaksana dan optimal. Baik dalam hal 
sosialisasi pemanfaatan dan penyusunan program sudah berjalan dengan 
lancar, mekanisme pelaksanaan atau pengelolaan sumber daya perikanan 
dan kelautan pemerintah Kabupaten Barru telah di delegasikan kepihak dinas 
perikanan dan kelautan kab. Barru sebagai penanggung jawab. Dari fakta 
yang didapatkan dilapangan bahwa faktor yang menjadi hambatan 
pelaksanaan perda tersebut adalah masyarakat itu sendiri dimana masih 
maraknya pelanggaran yang terjadi dalam mengelolah sumberdaya tersebut 
dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan terbesar 
didunia yaitu 75% wilayah Indonesia adalah lautan1, dan lautan tersebut 
memiliki potensi ekonomis yang sangat besar bagi perkembangan 
kehidupan bangsa Indonesia dan peningkatan kesejahteraan Indonesia 
pada umumnya.Pembangunan wilayah kelautan selama tiga dasawarsa 
terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan 
ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat posisi wilayah 
Indonesia sangat strategis yang berada pada posisi geo-politis yang 
penting yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dimana kawasan ini 
menjadi kawasan paling dinamis dalam percaturan ekonomi-politik dunia. 
Hal ini menjadikan potensi kelautan Indonesia seharusnya dijadikan 
tumpuan pembangunan ekonomi.2 
Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, 
pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut 
1dan jasa kelautan merupakan andalan dalam rencana pembangunan 
ekonomi tersebut dan jawaban atas tantangan bagi pembangunan bangsa 
                                                          
1Tridoyo Kusumastanto. 2002. Pemberdayaan Sumber Kelautan, Perikanan dan Perhubungan 
Laut  dalam  Abad XXI, jakarta: PT. Gunung Agung. Hlm.7 
2  Ibid.Hlm.3 
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Indonesia32Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sumber daya kelautan 
memiliki sumbangan yang sangat besar bagi keberhasilan pembangunan 
nasional saat ini. Sebagian besar penyediaan kebutuhan dasar, 
peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisi 
dan pembangunan daerah adalah dihasilkan dari potensi-potensi wilayah 
kelautan di Indonesia. Karena sesungguhnya kelautan memiliki 
keunggulan komparatif, koperatif dan kompetitif untuk menjadi sektor 
unggulan dalam pembangunan nasional Indonesia.  
 Sebagai sebuah negara yang bertujuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi rakyatnya,maka sudah seharusnya Indonesia 
menjadikan wilayah kelautan beserta semua potensi yang terdapat 
didalamnya sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi saat 
ini.4Selama ini penulis melihat bahwa paradigma pembangunan yang ada 
di Indonesia sangat bertumpuh pada pembangunan sektor-sektor  industri 
di wilayah daratan. Indonesia akan dikatakan sebagai negara maju jika 
Indonesia memenuhi persyaratan fisik tertentu. Misalnya memiliki 
sejumlah gedung pencakar langit dan pola kehidupan masyarakat 
industrialis yang berorientasi pada pengembangan sumber daya pertanian 
dan infrastruktur kota. Setidaknya fenomena ini yang nampak pada 
pembangunan negara Indonesia sejak rezim orde lama sampai saat ini. 
                                                          
3Ibid.Hlm.6 
4Arsyad, 2011, Mengubah Wawasan Membangun Kelautan, edisi 8 Februari 2011, Jakarta. 
Hlm.3 
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 Kabupaten Barru sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi 
Selatan yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan dengan 
garis pantai 78 km. Secara georafis terletak di antara 4’05’35” lintang 
selatan dan 199’35”– 119’49’16”Bujur timur dengan luas wilayah 1.174,72 
km2, yang berada kurang lebih 102 km sebelah utara kota Makassar. 35 
 Jumlah penduduk Kabupaten Barru170.316 jiwa dengan tingkat 
pertumbuhan 1,22% pertahun. Dengan mayoritas penduduk yang 
menghuni adalah suku Bugis-Makassar. Mata pencarian utama penduduk 
Kabupaten Barru adalah pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, 
kelautan  dan perikanan.Dengan tanaman padi dan perikanan sebagai 
komoditas utama,kabupaten Barru dalam melaksanakan pembangunan 
dibidang pertanian tanaman pangan selain diarahkan pada peningkatan 
ketahanan pangan juga diarahkan pada pengembangan agribisnis yaitu 
mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian. Pada sub sektor 
perikanan di Kabupaten Barru beberapa jenis komoditi andalan yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi yang tetap dikembangkan antara lain ikan 
bandeng, ikan cakalang, ikan kerapu, serta udang windu dan udang 
vannamea. Dilihat dari agroekosistemnya sebagian besar adalah wilayah 
pantai dan laut, payau serta sebagian wilayah memiliki air tawar maka 
kegiatan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya 
laut, budidaya air tawar, penangkapan ikan, dan agroindustri hasil 
perikanan serta berbagai kegiatan lainnya. Hal ini sangat memungkinkan 
                                                          
5 profil daerah kabupaten barru 
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karena berbagai faktor yang mendukung  antara lain: Memiliki potensi 
sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, Prasarana jalan ke 
sentra pengembangan cukup memadai, Berada pada daerah lintasan 
yang memudahkan transportasi, dan Prospek permintaan pasar 
komoditas perikanan dan kelautan cukup tinggi. 
Sumber daya perikanan dan kelautan menjadi sebuah wacana 
pembangunan di Indonesia termasuk di Kabupaten Barru saat ini.Di tubuh 
pemerintah sendiri mulai ada perhatian ke arah tersebut, namun 
setidaknya pembangunan wilayah kelautan dan perikanan belum seperti 
pencapaian tampak pada pembangunan wilayah daratan. Hal ini 
merupakan sangat ironis mengingat wilayah kita paling besar adalah laut. 
Fakta ini menjadikan alasan untuk menjadikan wilayah laut sebagai 
tumpuan ekonomi di masa depan tidak terbantahkan lagi. 
Diskursus tentang pembangunan wilayah laut pada dasarnya harus 
berangkat dari pengetahuan tentang pembagian potensi-potensi wilayah 
laut. Wilayah laut tidak hanya mengandung 1 (satu) potensi saja 
untukdigarap, akan tetapi ada banyak potensi yang dapat dijadikan 
sebagai sumber penghasilan diwilayah laut. Sebut saja yang paling umum 
adalah perikanan sebagai potensi utama wilayah laut. Belum lagi apabila 
kita berbicara tentang industri laut, pertambangan laut, wisata bahari dll. 
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menjadikan wilayah laut sebagai 
perioritas pembangunan saat ini. 
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Sebagai penyelenggara utama pemerintahan, maka kewajiban utama 
pemerintah pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal 
inipun menjadi patokan utama pemerintah yang juga sekaligus menjadi 
cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 
alinea ke-4.Dalam pembukaan UUD 1945 di tegaskan bahwa tujuan 
utama didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. Penempatan kesejahteraan umum sebagai yang pertama 
menjadikan kesejahteraan umum merupakan sebuah prioritas utama yang 
kemudian menjadi bingkai dalam setiap tingkah laku pemerintah. Maka 
dari itu, setiap tingkatan pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar 
untuk memajukan kesejahteraan umum baik itu pemerintahan pusat 
maupun pemerintahan daerah termasuk pemerintahan Kabupaten Barru. 
Sejak tahun 1998 dimana reformasi yang terjadi di Indonesia 
menjadikan pola pembagian kewenangan antara pusat dan daerah 
berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Semangat desentralisasi 
kewenangan ini kemudian didasari pada pemerataan pembangunan. 
Bahwa setiap daerah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk 
melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas 
peningkatan kesejahteraan di daerahnya masing-masing. 
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Dari sekian banyaknya kewenangan yang didesentralisasi 
(diberikan) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ada 
kewenangan yang kerap menjadi sorotan yaitu kewenangan yang dapat 
berpotensi menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
diantaranya kewenangan pemerintah untuk mengelola sektor pertanian, 
pariwisata, migas, perikanan, kelautan serta sektor lainnya sesuai dengan 
kondisi geografis daerah masing-masing. 
Pada dasarnya persoalan otonomi daerah dan Pendapatan Asli 
Daerah bukanlah suatu yang baru. Sejak orde lama hingga sekarang, 
permasalahan otonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah kerap 
mencuat di publik. Pembagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam 
misalnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 14 huruf (d) berbunyi pembagian 
penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, penerimaan 
perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% 
(dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) 
untuk seluruh kabupaten/kota6.4 
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
undang tersebut pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada prinsipnya mengubah 
                                                          
6 Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, pasal 14 huruf (d). 
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sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pelayanan pemberdayaan dan peran masyarakat 573  
Selanjutnya dijelaskan lebih jauh pada Pasal 18 ayat (2) yang 
berbunyi : 
 “Dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) dibagikan dengan 
porsi yang sama besar kepada Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia”.8 
Dari penjabaran pasal ini, sebagian daerah merasa tidak puas, hal ini 
dikarenakan daerah yang memiliki potensi penangkapan ikan yang lebih 
besar merasa tidak adil karena telah menyetor kepada Pemerintah pusat 
dengan jumlah yang lebih besar dibanding daerah-daerah lain, sementara 
dana bagi hasilnya dibagikan secara sama besar untuk setiap daerah 
kabupaten/kota yang ada di Republik ini.Sesuai dengan Pasal 18 Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka 
Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya 
diwilayah laut. Kewenangan itu adalah sepertiga dari wilayah kewenangan 
laut provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke 
arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, jadi kewenangan 
Kabupaten Kota sejauh 4 (empat) mil laut. Batas kewenangan tersebut 
tidak berlaku bagi nelayan kecil, yaitu nelayan yang menggunakan bahan 
                                                          
7Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
8 Ibid. 
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6dan alat penangkapan ikan secara tradisional, karenanya bebas 
menangkap ikan di7seluruh pengelolaan perikanan di seluruh wilayah 
Republik Indonesia9.5 
Kabupaten Barru sebagai pemegang otoritas untuk mengelolah 
sumber daya alam ini dituntut untuk perencanaan yang matang sehingga 
potensi ini dapat termanfaatkan. Kekayaan sumber daya alam dari sektor 
perikanan dan kelautan ini telah menjadi primadona. Hal ini ditandai oleh 
peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dari tahun ke 
tahun ini semakin meningkat. Namun peningkatan ini belum bisa dinilai 
sebagai sebuah keberhasilan karena masih kurangnya pengetahuan 
bahkan kesadaran warga dalam memanfaatkan sumber daya perikanan 
dan kelautan di Kabupaten Barru terbukti masih seringnya terjadi 
pelanggaran-pelanggaran dalam sektor tersebut, penggunaan alat 
tangkap yang tidak ramah lingkungan (troll,bom,dan obat bius), dalam 
memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikananIni merupakan 
pekerjaan rumah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius demi 
pengembangan sektor  Kelautan danPerikanan. 
Berdasarkan hal tersebut penting untuk diketahui Tugas dan Fungsi 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sebagai pengelola sektor 
perikanan dan kelautan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas 
                                                          
9Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 18 
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dan mengkajinya dengan judul“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Di Kabupaten 
Barru” . 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana PelaksanaanTugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan 
Kelautan di Kabupaten Barru ? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Barru? 
C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas 
Perikanan dan  Kelautan di Kabupaten Barru. 
2. Untukmengetahuifaktor-faktor apasaja yang 
mempengaruhiPelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan 
dan Kelautan di Kabupaten Barru. 
D. Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoretis 
Sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu terkhusus dalam 
bidang Hukum AdministrasiNegara, terkait mengenai Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan danKelautan di Kabupaten 
Barru. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 
masukan atau evaluasi pemikiran bagi para pihak yang terlibat di 
dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan 
Kelautan di kabupaten Barru. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Kewenangan  
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang 
Didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan di sebutkan bahwa, kewenangan 
pemerintahan yang selanjutnya di sebut kewenangan adalah kekuasaan 
badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 
untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan wewenang adalah 
hak yang di miliki oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan atau 
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan / atau 
tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.10 
Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan 
sesuatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis memiliki kemampuan 
untuk bertindak yang di berikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan hubungan hukum. Dengan demikian wewenang 
pemerintahan memiliki sifat, antara lain: 
a) Jelas maksud dan tujuannya 
b) Terikat pada waktu tertentu 
8 
                                                          
10Undang-Undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 
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c) Tunduk pada batasan tertulis dan tidak tertulis 
d) Isi wewenang dapat bersifat umum. 
Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. 
Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan 
harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang. Kewenangan (authority,gezag) itu sendiri adalah kekuasaan yang 
diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang 
pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari 
pemerintah. Memang hal ini tampak agak legalistis formal. Memang 
demikian halnya hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi 
kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan 
dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan wewenang (bevoegdheid), ini 
adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 
Berkaitan dengan hal ini, maka pada dasarnya kewenangan pemerintah 
dalam penyelenggara negara berhubungan dengan asas legalitas. Asas 
legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai 
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan 
disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem 
kontinental11. 
Asas legalitas ini digunakan dalam bidang Hukum Administrasi 
Negara yang memiliki makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-
                                                                                                                                                               
11 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, 
hlm. 91. 
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undang. Asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum yang 
sering dirumuskan dengan ungkapan “het beginsel van wetmatigheid van 
bestuur”yakni prinsip keabsahan pemerintahan12.89 
H.D. stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengumakakan 
bahwa het beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga 
aspek, yakni aspek negatif, aspek formal-positif dan aspek materiil-positif. 
Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang. Aspek formal-positif menentukan 
bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang 
diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif 
menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat 
tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki 
dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya 
ditentukan normanya oleh undang-undang13.9 
Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan 
kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang 
dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas 
menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan 
dari hak-hak rakyat.  
                                                          
12 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, 
hlm. 92. 
99
13Ibid, hlm. 91-92. 
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Menurut Sjcharan Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan 
duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan 
paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-
pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif 14.110 
Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas 
legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak 
memadai apalagi ditengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika 
yang tinggi. Bagir mananmenyebutkan bahwa adanya kesulitan yang 
dihadapi oleh hukum tertulis yaitu151111: 
1) 12Hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua 
aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin 
seluruhnya dijelmakan dalam peraturan perundang undangan. 
2) Peraturan perundang undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis, 
tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan 
dan perubahan masyarakat yang harus diembannya. 
Prajudi Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu1612: 
                                                          
 
 
10
14Sjcharan Basah, 1992, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindakan Administrasi 
Negara, alumni, bandung,hlm. 2. 
11
15Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang–undangan dalam Pembinaan 
Hukum Nasional. Amico, Bandung. Hlm.1-2. 
16Prajudi Atmosudirdjo, op.cit., hlm. 79-80 
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1) Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah 
ditetapkan. 
2) Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai 
menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat 
setempat atau lingkungan yang bersangkutan. 
3) Yuridiktas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat 
administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. 
4) Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau 
keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar 
undang-undang (tertulis) dalam arti luas. 
5) Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh 
masyarakat, moral dan etika hukum dan kebiasaan masyarakat wajib di 
junjung tinggi. 
6) Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan 
produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. 
7) Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk 
mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-
baiknya. 
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, 
maka berdasarkan prinsip itu tersirat bahwa wewenang pemerintahan 13 
berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang 
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bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan17. Secara teoritis 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
diperoleh melalui tiga cara14, yaitu: Atribusi, Delegasi, dan Mandat18. 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D van Wijk/ Willwm 
Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut19 : 
1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang 
undang kepada organ pemerintah. 
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena 
berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan 
wewenang tersebut, seiring dari salah satu prinsip negara hukum tidak 
ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban20.1615 
Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara wewenang 
Atribusi, Delegasi dan Mandat berikut dibawah ini dikemukakan skema 
tentang perbedaan tersebut : 
                                                          
17Ridwan. H.R op.cit. hlm. 101 
18 Ibid. hlm. 101. 
19 H.D van wijk/Willem Konijnenbelt, op.cit., hlm. 129. 
20Ridwan. H.R op.cit. hlm. 105. 
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 Atribusi Delegasi Mandat 
Cara perolehan Perundang 
undangan 
Pelimpahan Pelimpahan 
Kekuatan 
mengikatnya 
Tetapmelekat 
sebelum ada 
 perubahan 
peraturan 
perundang 
undangan 
Dapat dicabut 
 atau ditarik 
 kembali apabila 
 ada 
pertentangan 
atau 
penyimpangan 
Dapat di tarik 
 atau digunakan 
 sewaktu waktu 
 oleh pemberi 
 wewenang 
Tanggung 
jawab dan 
tanggung gugat 
Penerima 
wewenang 
bertanggung 
jawab mutlak 
akibat yang 
 timbul dari 
 wewenang 
Pemberi 
wewenang 
melimpahkan 
tanggung jawab 
dan tanggung 
gugat kepada 
penerima 
wewenang 
Berada pada 
pemberi mandat 
Tanggung 
jawab dan 
tanggung gugat 
Penerima 
wewenang 
bertanggung 
jawab mutlak 
akibat yang 
Pemberi 
wewenang 
melimpahkan 
tanggung jawab 
dan tanggung 
Berada pada 
pemberi mandat 
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timbul dari 
wewenang 
gugat kepada 
penerima 
wewenang 
Hubungan 
wewenang 
Hubungan 
hukum untuk 
membentuk 
undang undang 
dengan organ 
pemerintahan 
Berdasarkan 
atas wewenang 
atribusi yang 
dilimpahkan 
kepada 
delegataris 
Hubungan yang 
bersifat internal 
antara bawahan 
dengan atasan 
(sumber : Ridwan. H.R op.cit) 
 
B. Pemerintah dan Pemerintahan 
1. Pengertian Pemerintah Daerah  dan Pemerintahan Daerah 
Definisi operasional pemerintahan daerah secara stipulasi 
mengalami perkembangan dalam setiap Undang-undang yang mengatur 
sistem pemerintahan daerah.Undang–undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, mendefinisikan 
pemerintahan daerah secara tersrat penyelenggaraaan pemerintah 
daerah otonom yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan perangkat-
perangkatnya beserta DPRD. Menurut Undang–undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang identik dengan zaman 
orde reformasi memberikan definisi Pemerintahan Daerah adalah 
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Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah 
dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah 
direvisi bahkan sebagian besar kalangan mengartikannya penggantian 
Undang–undang Pemerintahan Daerah, yakni Undang–undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga memberikan pengertian 
yang sama. Pemerintah Daerah menurut. Menurut Undang–undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–
undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga 
memberikan pengertian yang sama. Pemerintah Daerah menurut. 
Menurut Undang–undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, mendefinisikan Pemerintah Daerah yang terdiri 
atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya (Philipus M. 
Hadjon, 2002:85) 
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan daerah, kata pemerintah, pemerintahan, pemerintah 
daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. 
Dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintah adalah 
pemerintah pusat, yaitu presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah 
adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai 
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unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata 
pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 20 Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan : 
”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dearah-daerah provinsi 
dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah 
yang diatur dengan Undang-undang”.  
 
Struktur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan 
provinsi, kabupaten/kota ini bersifat pembagian yang bertingkat-tingkat, 
sehingga karena itu harus dilihat sebagai hubungan yang bersifat 
hierarkis. Hal itu jelas terlihat dalam rumusan “Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi”, dan daerah provinsi dibagi 
atas daerah kabupaten dan kota”. 
Pemerintahan Daerah kabupaten dan daerah kota dianggap 
sebagai satu kesatuan unit pemerintahan daerah secara sendiri-sendiri 
seperti halnya pemerintahan daerah provinsi. Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan antara daerah 
provinsi dengan daerah kabupaten dan kota, kecuali hanya dalam 
tingkatan hirarkisnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
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daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas kabupaten 
dan kota, yang masing-masing mempunyai daerah dengan segala 
perangkatnya yang tersendiri berdasarkan undang-undang.  
Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai 
bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara 
Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : 
“Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi 
dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang 
diatur Undang-undang”.  
Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: 
“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan 
urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk 
mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. 
Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan DaerahPasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah 
dikemukakan  diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini 
adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara 
pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat 
daerah. 
2 .      Fungsi Pemerintah Daerah 
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat 
daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya 
pemerintahan.1621 
Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 
2014 adalah : 
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 
Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  
                                                          
21http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-
dalam.html  
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3. Asas Pemerintahan Daerah 
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya 
pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam 
pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut: 
a. Asas sentralisasi 
Asassentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala 
kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. 
b. Asas desentralisasi  
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
c. Asas dekonsentrasi 
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada 
instansi vertikal wilayah tertentu. 
d. Asas tugas pembantuan 
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan/ataudesa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota 
kepada desa untuk tugas tertentu. 
Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat 
ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat 
penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagain 
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hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan 
pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah 
daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk 
untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi 
antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. 
Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. 
Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada 
hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan Nasional atau Negara 
secara keseluruhan. 
      Dengan demikian, menurut penulis desentralisasi merupakan asas 
yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari 
pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada 
pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah 
tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan 
tanggung jawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab daerah itu. 
 Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi 
yaitu tujuan politik dan tujuan administratif.  
a.  Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium 
pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat 
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akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk 
mencapai terwujudnya civil society. 
b.  Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai 
unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan 
pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam 
hal ini terkait dalam pelayanan publik. 
Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud 
dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep 
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 
3 (tiga) dimensi utama, yaitu: 
1). Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan 
untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara 
relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi 
pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma 
pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam 
konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan 
.masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal. 
2). Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu 
ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah. 
3). Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi 
perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri 
menjadi sebuah keniscayaan demokrasi.  Tidak ada perasaan bahwa 
“orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan sebaliknya. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang 
akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar 
tidak terjadi penumpukan kekuasaan (concentration of power) pada satu 
pihak saja, yakni pemerintah pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan 
terjadi distribusi kekuasaan (distribution of power) maupun transfer 
kekuasaan (transfer of power) dan terciptannya pelayanan masyarakat 
(public services) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya 
pemerintahan yang demokratis (democratic government) sebagai model 
pemerintahan modern serta menghindari lahirnya pemerintahan 
sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. Pemerintahan 
sentralistik menjadi tidak popular karena tidak mampu memahami dan 
menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh dan 
berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment 
lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman 
dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih mengetahui 
keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, serta lebih baik 
secara fisik dan juga secara psikologis.  
Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai 
dengan UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan 
karena hubungan provinsi dan daerah kita bersifat coordinate dan 
independent. Distribusi fungsi diberikan pada provinsi atau pada tingkatan 
pertama dalam pembagian dan kabupaten atau kota setara dengan 
tingkatan kedua. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 juga mengatur 
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distribusi fungsi pada pemerintahan desa yang setara dengan tingkatan 
ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi fungsi pada 
pemerintahan desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung pada 
daerah kabupaten/kota.  
Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang 
yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di 
putuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah 
sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat 
diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di 
pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus 
untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut 
hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta 
digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut 
terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. 
Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi 
pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 23 Tahun 
2014). 
Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan 
nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan 
masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki 
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keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen 
desentralisasi diterapkan. 
Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, 
diantaranya secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan 
jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi 
biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber 
daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat 
akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih 
mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan atau 
menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, 
persamaan dan kesejahteraan. 
4. Tinjauan tentang Pemerintah 
Pemerintah sebagai representasi negara tentu memiliki tugas dan 
fungsi, sebagaimana tujuan awal dibentuknya sebuah negara. Adapun 
tujuan suatu negara diantaranya : 
(a) untuk memperluas kekuasaan semata-mata 
(b) menyelenggarakan ketertiban hukum 
(c) mencapai kesejahteraan umum1722 
18 
Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara 
umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup : Pertama, menjamin 
keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan 
                                                          
22 Inu Kencana dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung : 2007. 
Hlm. 15 
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menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 
Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-
gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun 
yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, 
menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi 
keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan 
memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin 
dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika 
dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan 
memelihara orang cacat,  jompo dan anak terlantar, menampung serta 
menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan 
semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang 
menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, 
mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung 
menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. 
Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup seperti tanah, air dan hutan23.18  
19 
                                                          
23http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19940/4/Chapter%20II.pdf. 
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Lebih lanjut  Ryaas Rasyid  menyatakan bahwa tugas-tugas pokok 
tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu: (1) pelayanan 
(service), Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, (2) 
Pemberdayaan (empowerment), pemberdayaan akan mendorong 
kemandirian masyarakat, dan (3) Pembangunan (development), 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. 
A. Pelayanan (service) 
  Pelayanan yang dimaksud disini adalah bagaimana perilaku 
pemeritah dalam melakukakan pelayanan publik (public service) dan 
civilservice. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan 
masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan 
pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan 
peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan 
publik (public service) dan pelayanan sipil (civil service) yang menghargai 
kesetaraan. 
Dalam konsep pelayanan terdapat beberapa sifat pelayanan yaitu: 
(a) pelayanan yang sifatnya ke dalam, (b) pelayanan yang sifatnya ke luar, 
(c) pelayanan pemerintahan, (d) pelayan civil dan pelayanan publik.  
Pelayanan yang sifatnya kedalam dilakukan oleh unit-unit staf atau 
unit-unit lainnya yang tidak langsung memproduksi layanan bagi 
konsumer di luar organisasi. Adapun bentuk-bentuk pelayanan ke dalam 
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yaitu: (a) pemberian informasi (pelayanan informative), (b) pemberian 
pertimbangan (pelayanan advisory), (c) atas nama kepala melakukan 
supervise (pelayanan supervisory), (d) mewakili kepala (pelayanan alter 
ego). 
Pelayanan ke luar dilakukan oleh pihak yang melayani terhadap 
pihak yang dilayani digerakkan oleh beberapa motif: (a) pelayanan 
bermotif bisnis, (b) pelayanan bermotif mutualistikunan kebersamaan 
(win-win commitment), (c) pelayanan bermotif kewajiban, (d) 
pelayananbermotif commitment atau self commitment, (e) pelayanan 
bermotif kewajiban sosial yang bersumber dari posisi dan citra, (f) bermotif 
tanggung jawab sebagai cause, dan (g) pelayanan bermotif pengorbanan. 
Pelayanan pemerintahan, pelayanan pemerintahan meliputi dua sisi yaitu 
sisi individu (pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghargaan 
terhadap martabat kemanusiaan, perlindungan dan penyelamatan 
terhadap jiwa manusia dan harta bendanya dan penerapan nilai-nilai 
kemanusian) yang disebut pelayanan civil, dan sisi masyarakat yang 
disebut pelayanan publik. Pelayanan civil dan pelayanan publik, pelayan 
yang bersifat civil menurut kamus didefinisikan sebagai cabang pelyanan 
publik, yaitu fungsi pemerintahan di luar armed service. 
Ada empat unsur konsep civil service: (a) badan professional, (b) 
permanen (melalui recruitment bukan pemilihan, melalui selection bukan 
election), (c) dibayar (dengan pajak, bukan bukan dari hasil 
penjualanlayanan, (d) ahli (menguasai bidangnya, terlatih). Jadi konsep 
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civil service dapat diartikan sebagai badan atau lembaga, dan dapat juga 
diartikan sebagai fungsi atau kegiatan 
B. Pemberdayaan (empowerment) 
Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini 
menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang 
cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan 
berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah 
perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk 
meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang 
dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini 
pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri 
masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah 
dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat 
diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata 
pemerintah. 
C. Pembangunan (development) 
Menuntut pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana 
fungsi pemerintah harus melakukan pembangunan sebagaimana 
kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian segala aktifitas masyarakat 
dapat berjalan dengan lancar karena di dukung oleh infrastruktur yang 
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memadai. Misalnya pembangunan jalan, penerangan, bendungan dan 
lain-lain2420. 
C. Teori HukumAdministrasi Negara  
Menurut Victor M. Situmorang ada beberapa teori dalam ruang 
lingkup pemerintahan yang dianut oleh  suatu negara, dan sangat 
menentukan lapangan atau kekuasaan Hukum Administrasi Negara.25 
Antara lain : 
1. Teori Dwipraja (Dwitantra) 
Hans Kelsen membagi seluruh kekuasaan negara menjadi dua 
bidang yaitu : Legis Latio, meliputi “Law Creating Function” danLegis 
Executio, meliputi “Legislative power Judicial power”.Legis Executio ini 
bersifat luas, yakni melaksanakan “The Constitution” beserta seluruh 
undang-undang yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif, maka 
mencakup selain kekuasaan administratif juga seluruh judicial power.  
Lebih lanjut lagi Hans Kelsen kemudian membagi kekuasaan 
administratif tersebut menjadi dua bidang yang disebut sebagai Dichotomy 
atau Dwipraja atau Dwitantra, yaitu:  
1. Political Function (yang disebut Government). 
                                                          
24Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, Rineka 
Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 58-77 
25Victor M. Situmorang,1994,Teori Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafik, Jakarta 
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2. Administrative Function (dalam bahasa Jerman “Verwaltung“ 
sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “Bestuur“). 
Frank J. Goodnow, seorang Sarjana dari Amerika Serikat membagi 
seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu:  
1. Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan.  
2. Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara.  
Menurut A.M. Donner terdapat beberapa pembedaan kekuasaan 
pemerintahan jika kita dilihat dari segi sifat hakikat fungsi yang ada dalam 
suatu negara, yang dibagi menjadi dua golongan, yakni : 
1. Kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat 
pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara. 
2. Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah 
ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah 
ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak).  
Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti 
tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja. 
2. Teori Catur Praja. 
Berdasarkan teori Residu Van Vollenhoven dapat disimpulkan 
bahwa teori tersebut merupakan pembagian fungsi/kekuasaan 
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pemerintahan menjadi empat macam fungsi hukum administrasi negara 
disebut atau dikenal dengan teori catur praja. 
Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Omtrek Van Het 
Administrasi“, pada tahun 1926 menguraikan mengenai teori sisa atau 
aftrek yang membagi kekuasaan/fungsi pemerintahan menjadi empat, 
yaitu : 
1)   Fungsi Bestuur / Fungsi memerintah. 
Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas 
yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanan undang-undang 
saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik 
dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. 
2)   Fungsi Politie / Fungsi polisi. 
Fungsi politie merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan 
secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati 
ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), 
agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. 
3)   Fungsi Justitie / Fungsi mengadili. 
Fungsi justitie adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya, 
yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan 
tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-
adilnya.Adapun peradilan tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu : 
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 Contentenze Jurisdictie, yakni dalam hal  ini hakim semata-mata 
hanya menjalankan fungsi/kekuasaan kehakiman (rechterlijke 
functie) saja. 
 Voluntaire Juridictie, yakni disini hakim tidak semata-mata hanya 
menjalankan fungsi/kekuasaan kehakiman tetapi juga melakukan 
tugas pengaturan, tugas pemerintahan dan tugas kepolisian. Dalam 
hal ini yang dimaksud dengan fungsi peradilan dalam pemerintahan 
adalah voluntaire juridictie. 
4) Fungsi Pengaturan / Regelaar. 
Fungsi pengaturan merupakan suatu tugas perundangan untuk 
mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. 
Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti 
formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang 
dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh 
pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian 
penduduk wilayah dari suatu negara. 
3. Teori Panca Praja. 
Dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands 
Administratiegerecht”, Dr. JR. Stellinga membagi fungsi pemerintahan 
menjadi lima fungsi yaitu:  
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1. Fungsi Perundang-undangan (wetgeving). 
2. Fungsi Pemerintahan (Bestuur). 
3. Fungsi Kepolisian (Politie). 
4. Fungsi Peradilan (Rechtspraak). 
5. Fungsi Kewarganegaraan (Burgers). 
Demikian pula Lemaire yang membagi fungsi pemerintahan 
menjadi lima bagian, yaitu:  
1. Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan 
kesejahteraanumum).  
2. Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit). 
3. Politie (Kekuasaan polisi). 
4. Justitie (kekuasaan mengadili).  
5. Reglaar (kekuasaan mengatur). 
4. Teori Sad Praja 
Dalam Teori Sad Praja yang dikemukakan oleh Wirjono 
Prodjodikoro, dijelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 
(enam) kekuasaan, yaitu: 
1. Kekuasaan pemerintah. 
2. Kekuasaan perundangan. 
3. Kekuasaan pengadilan. 
4. Kekuasaan keuangan. 
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5. Kekuasaan hubungan luar negeri. 
6. Kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. 
D. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan 
Dengan berdasar pada pemahaman terhadap potensi, kondisi saat ini 
serta peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa 
mendatang, dan Visi Kabupaten Barru tahun 2010-2015 : “ Terwujudnya 
Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera dan Taat Azas dan Bermartabat 
Yang Bernafaskan Keagamaan “ . Maka Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru mewujudkan dengan merumuskan Visi, Misi, dan 
Strategi sehingga mengarah pada upaya mewujudkan hasil menjadi 
nyata. Untuk lima tahun kedepan (2010-2015) ditetapkan Visi sebagai 
berikut :“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang 
Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan yang Bernafaskan 
Keagamaan“. 
Berdasarkan Visi tersebut di atas maka Misi Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru dirumuskan sebagai berikut : 
 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan 
dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, 
 Membina, melayani dan mengembangkan SDM kelautan dan 
perikanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, 
 Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, 
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 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan 
sumberdaya kelautan dan perikanan, 
 
E. Tugas dan FungsiDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-
masing maka diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 
5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Barru. Susunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub bagian penyusunan program; 
b. Sub bagian keuangan; 
c. Sub bagian umum. 
3. Bidang perikanan Tangkap, yang terdiri dari : 
a. Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
b. Seksi sarana dan prasarana penangkapan 
c. Seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 
4. Bidang perikanan budidaya, yang terdiri dari : 
a. Seksi budidaya 
b. Seksi sarana dan prasarana budidaya 
c. Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya 
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5. Bidang kelembagaan dan pengawasan, yang terdiri dari : 
A. Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya 
B. Seksi pembinaan usaha perisinan dan pemasaran 
C. Seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
1.1. Susunan Organisasi 
Dinas kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 
a. Kepala dinas 
b. Sekretariat terdiri dari: 
1) Sub bagian penyusunan program 
2) Sub bagian keuangan 
3) Sub bagian umum 
c. Bidang perikanan Tangkap terdiri dari : 
1) Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
2) Seksi sarana dan prasarana penangkapan 
3) Seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 
d. Bidang perikanan budidaya terdiri dari : 
1) Seksi budidaya 
2) Seksi sarana dan prasarana budidaya 
3) Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya. 
e. Bidang kelembagaan dan pengawasan terdiri dari : 
1) Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya 
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2) Seksi pembinaan usaha, perisinan dan pemasaran 
3) Seksi pegawasan dan pengendalian sumber daya 
f. Unit pelaksana teknis dinas 
g. Kelompok jabatan fungsional 
1.2. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru 
A .  Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 
melakukan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta 
pengelolaan keuangan,baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam 
lembaga antar dinas atau perangkat daerah lainya.sekretariat dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengkordinasian penyusunan program 
b. Pengelolaan keuangan 
c. Pelayanan administasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, 
perlengkapan dan rumah tangga 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kelautan dan 
perikanan 
1. Uraian tugas Subbagian 
1) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas melakukan 
uupenyusunan program 
2) Uraian tugas subbagian penyusunan program meliputi : 
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a. Menghimpun dan membuat rencana strategis , program kerja serta 
kegiatan di lingkungan dinas kelautan dan perikanan. 
b. Merencanakan kegiatan subbagian penyusunan program 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
c. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkugan Sub bagian 
penyusunan program agar dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas: 
d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan 
subbagian penyusunan program dengan memberikan arahan baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan 
bidang tugasya masing masing 
e. Membimbing para bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan 
program dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 
1) Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata 
usaha, surat menyurat dan kepegawaian. 
2) Uraian tugas subbagian umum meliputi : 
a. Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta 
kegiatan dilingkungan dinas kelautan dan perikanan. 
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b. Merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepengawaian 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
c. Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungan subbagian 
umum agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas. 
d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan 
subbagian umum dengan memberikan arahan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 
masing masing. 
e. Membimbing para bawahan di lingkungan subbagian umum dan 
melaksanaka tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 
B. Bidang perikanan tangkap 
Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas membantu kepala 
dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan 
teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta 
pembinaan dibidang perikanan tangkap. Bidang perikanan tangkap 
menyelenggarakan fungsi. 
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap 
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b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan tangkap 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kelautan dan 
perikanan. 
2. Uraian Tugas Seksi 
1). Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mempunyai 
tugas menyiapkan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
2). Uraian tugas dan Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber 
daya meliputi: 
a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan dan pemanfaatan 
sumber daya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai 
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan. 
b. memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi 
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas. 
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di seksi 
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dengan 
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memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing. 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi sarana dan 
prasarana penangkapan melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi sarana dan prasarana penangkapan guna 
penyempurnaan lebih lanjut. 
1) Seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
diseksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. 
2) Uraian tugas seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau 
kecil meliputi: 
a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan wilayah pesisir dan 
pulau pulau kecil berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai 
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi 
pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas. 
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c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dengan 
Memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dari bidang tugasnya masing-masing. 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi pengembangan 
wilayah pesisir dan pulau pulau kecil melaksanakan tugas agar 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau 
kecil guna penyempurnaan lebih lanjut. 
C. Bidang perikanan budidaya 
Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas membantu kepala 
dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan 
teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta 
pembinaan di bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas 
bidang perikanan budidaya melaksanakan fungsi :  
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan 
budidaya 
b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan budidaya. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan bididaya 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan 
perikanan 
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1) Seksi budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan 
urusan pemerintahan dibidang budidaya. 
2) Uraian tugas Seksi Budidaya meliputi: 
a) . Merencanakan kegiatan seksi budidaya berdasarkan kegiatan 
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  
b) . Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi budidaya 
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 
yang berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas. 
c) . Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
budidaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing. 
d) . Membimbing para bawahan dilingkungan seksi budidaya 
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 
e) . Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para 
bawahandilingkungan seksi budidaya guna penyempurnaan lebih 
lanjut. 
1) Seksi sarana dan prasarana budidaya mempunyai tugas menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta 
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memberikan  pelayanan  urusan  pemerintahan  dibidang  sarana  dan 
prasarana budidaya : 
2) Uraian tugas seksi sarana dan prasarana budidaya  meliputi : 
a. Merencanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana budidaya 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi sarana dan 
prasarana budidaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi sarana 
dan prasarana budidaya dengan memberikan arahan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugasnya masing masing. 
d. Membimbing  para  bawahan  dilingkungan  seksi  sarana  dan 
prasarana budidaya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku. 
1) Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya. 
2) Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknolgi 
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a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi budidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, 
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing. 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi budidaya melaksanakan tugas agar sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
budidaya guna penyempurnaan lebih lanjut. 
D. Bidang kelembagaan dan pengawasan 
Bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas 
membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun 
perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan 
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pemerintahan serta pembinaan dibidang kelembagaan dan pengawasan. 
Bidang kelembagaan dan pengawasan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan 
pengawasan. 
b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang 
kelembagaan dan pengawasan. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan 
pengawasan. 
d. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  kepala  dinas  kelautan  dan 
Perikanan. 
1) Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
di bidang pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya. 
2) Uraian tugas seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan 
Pembudidaya: 
a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan kelembagaan nelayan 
dan pembudidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
peratura yang telah ditetapkan. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pembinaan 
kelembagaan nelayan dan pembudidaya dalam melaksanakan 
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tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 
sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing. 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi pembinaan 
kelembagaan nelayan melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan 
pembudidaya guna penyempurnaan lebih lanjut. 
1) Seksi pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran. 
2) Uraian tugas seksi pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran 
meliputi : 
a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan usaha, perijinan dan 
pemasaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai 
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan. 
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b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi pembinaan 
usaha, perijinan dan pemasaran dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatankepada para bawahandi seksi 
pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran dengan memberikan 
arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing. 
d. Membimbing para bawahan di lingkungan seksi pembinaan usaha, 
perijinan dan pemasaran melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pembinaan usaha perijinan dan pemasaran 
guna penyempurnaan lebih lanjut. 
1) Seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya. 
2) Uraian tugas Seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya 
meliputi : 
a. Merencanakan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian 
sumber daya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
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bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang 
telah ditetapkan. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi 
pengawasan dan pengendalian sumber daya dalam melaksanakan 
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 
sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan 
seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing. 
d. Membimbing para bawahan di lingkungan seksi pengawasan dan 
pengendalian sumber daya melaksanakan tugas agar sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
di lingkungan seksi pengawasan ddan pengendalian sumber daya 
guna penyempurnaan lebih lanjut. 
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
a. Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian 
tugas dinas yang diberikan oleh kepala dinas. 
b. Pengelompokan dan pembagian tugas akan di atur lebih lanjut oleh 
kepala dinas. 
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c. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. 
4. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan 
tanggung jawab kepada kepala dinas. 
b. Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada pasal 24 ayat 1 serta pengaturanya lebih lanjut akan 
ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yakni 
suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat pembinaan pelaksanaan 
tugas penyelenggaraan dibidang kelautan dan perikanan, serta 
mengkaji aspek hukum dan non-hukum. 
B. Tempat dan Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti memilih tempat 
penelitian di Kabupaten Barru, dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Peneliti 
memilih tempat dan lokasi penelitian pada tempat tersebut dikarenakan 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Barru dilaksanakan oleh badan/lembaga tersebut, Sehingga 
data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan lengkap. 
C. Jenis dan SumberData 
Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga 
mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam 
penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Sumber 
data hukum primer dan Sumber data hukum sekunder. 
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1. Sumber data  hukum primer berupa publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan catatan resmi dan wawancara. 
Publikasi tersebut meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan makalah hukum. 
2. Sumber data hukum sekunder, terdiri dari peraturan perundang-
undangan, dan catatan-catatan hukum. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu 
studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan 
upaya dalam mencari data primer dan sekunder antara lain melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen tertulis, 
kajian-kajian ilmiah, buku, sumber internet dan bahan dokumentasi lain 
yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian 
wawancara dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki 
karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Barru. 
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-
ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi 
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responden penelitian.Untuk menentukan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data 
teknik penentuan sampel purposive sampling yaitu 
penentuan sampel berdasarkan 
berbagaipertimbangan,alasan,dan tujuan penelitian. Dalam 
hal ini sampel yang digunakan adalah Kepala/Staf Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru. 
F. Analisis Data 
Terhadap data hukum yang telah dikumpulkan, akan dikaji 
dengan cara memaparkan hasil objek penelitian. Kemudian 
menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, 
menghubungkan dan menguraikan variabel penelitian. Dari hasil 
analisis dan serta penafsiran data, diharapkan akan menghasilkan 
suatu pembahasan yang cukup komprehensif dan ditarik konklusi 
dalam bentuk argumentasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan 
Kabupaten Barru 
1. TugasPokokdanFungsiDinasKelautandanPerikananKabupaten 
barru 
A. Tugas Pokok 
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekeretaris daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru bagian 
Ke-13 pasal 27 ayat (2). Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 
otonomi dan Tugas dan Tugas pembantuan di bidang Kelautan dan 
Perikanan. 
B. Fungsi 
 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana sesuai Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Barru. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
menyelenggarakan Fungsi : 
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a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang kelautan 
dan perikanan. 
b) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kelautan dan 
perikanan. 
c) Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kelautan 
dan perikanan 
d) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan olehpenulis 
pada Dinas Perikanan dan Kelautan dikabupaten Barru, menunjukkan 
mengenai persoalanpelaksanaan Tugas dan fungsi  dinas kelautan dan 
perikanan di Kabupaten Barru  Provinsi Sulawesi Selatan yang berperan 
sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Barru dibidang 
pengelolaan perikanan dankelautan. Adapun pelaksanaan tugas di 
antaranya yaitu : 
a. Penyusunan Program 
Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dariDinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru terkaitdengan penyusunan 
program pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Seorang 
informan mengatakan : 
“Sudah terlaksana dengan baik karena setiap penyusunan program-
program baru terlebih dahulu pemerintah harus mengetahui kondisi 
sumberdaya perikanan, yakni perlu adanya evaluasi lingkungan, ekonomi 
 
 
60 
 
(manfaat sumberdaya perikanan dan kelautan) dan sosial ekonomi-
budaya”.2621 
 
Dalam proses perencanaan ada dua hal penting: 
1. Menentukan keadaan yang diinginkan di masa depan 
2. Memikirkan strategi dan tindakan untuk mencapai keberhasilan. 
Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan merupakan 
suatu proses atau upaya untuk mengendalikan kegiatan manusia, 
sehingga dapat menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya bagi 
masyarakat, sekarang dan dimasa mendatang. Perhatian dalam 
pengelolaan tidak lain tertuju pada kegiatan manusia didalam 
pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh karena itu untuk menyelidiki cara 
pengelolalan yang baik,sifat ekosistem kelautan yang “dinamis” dan 
kondisi lingkungan yang “unik” perlu dipahami terlebih dahulu. Adanya 
kesamaan perspektif tentang tujuan, pola pemanfaatan dan pengelolaan 
wilayah pesisir merupakan wahana untuk mencapai keuntungan yang 
sebesar-besarnya bagi masyarakat, dimasa kini dan akan datang. Dalam 
hal tersebut perencanaan dan pengelolalan wilayah pesisir hendaknya 
dilakukan pada tiga level yaitu teknis, konsultatif dan koordinatif. Pada 
level teknis segenap pertimbangan teknis, ekonomis, sosial dan 
lingkungan hendaknya secara proporsional masuk ke dalam perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan. 
Pada level konsultatif segenap aspirasi dan kebutuhan pihak stakeholder 
serta pihak penderita dampak pembangunan sumberdaya tersebut 
                                                          
26wawancara dengan Ibu Laksminati (pada tanggal 14 september 2016 pukul 13.40) 
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hendaknya diperhatikan. Pada tingkat koordinatif masyarakat perlu 
bekerjasama dengan semua pihak untuk menuju tujuan bersama yang 
diinginkan. 
Dengan demikian terdapat empat tahap proses perencanaan 
pengelolaan wilayah perikanan dan kelautan secara terpadu, yang bisa 
disebut sebagai“strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan 
kelautan ” meliputi: 
 Tahap merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran; 
 Tahap perencanaan zonasi, yang merupakan rencana alokasi 
ruang dan pengendalian penggunaan/pemanfaatan ruang kelautan 
dan perikanan; 
 Tahap rencana pengelolaan, yang merupakan petunjuk dan arahan 
pengelolaan yang terpadu pada kawasan prioritas atau 
pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan 
berkelanjutan; 
 Tahap rencana tindak yang merupakan rencana pelaksanaan 
perumusan program kegiatan pada masing-masing wilayah. 
Oleh karenanya tahap penyusunan program pengelolaan sumber 
daya perikanan di wilayah pesisir yang sudah ada menurut kesimpulan 
penulis dari hasil wawancara sudah terlaksana dengan baik. 
b. Sosialisasi Kebijakan 
Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan pihak dari Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru terkait dengan sosialisasi 
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kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan diwilayah 
pesisir, Seorang informan mengatakan : 
“Belum tersosialisasi dengan baik dan merata disetiap wilayah 
pesisir di Kabupaten Barru, bahkan hingga ke pelosok-pelosok sosialisasi 
masih kurang dilakukan dengan hasil yang kurang memuaskan dengan 
ukuran bahwa para pelaku usaha baik perorangan maupun berbentuk 
badan hukum banyak yang belum mengerti dengan baik aturan-aturan 
yang terdapat pada Perda Kab.Barru No.5 Tahun 2008, ini terlihat dari 
setiap usaha yang merekalakukan terkait dengan pengelolaan sumber 
daya perikanan sangat sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang 
diatur didalam perda ini, bahkan ada dibeberapa wilayah pesisir tertentu 
yang sangat sering terjadi pelanggaran, ini dikarenakan kurangnya 
sumberdaya manusia yang pemerintah miliki untuk mendukung 
pelaksanaan sosialisasi bahkan hingga pada tahap pelaksanaan 
pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan diwilayah pesisir 
Kabupaten Barru”.2227 
 
c.Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di WilayahPesisir 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru terkait dengan evaluasi 
pengelolaan sumberdaya perikanan diwilayah pesisir, beliau menegaskan 
bahwa : 
“Evaluasi yang dilakukan dari pihak pemerintah sudah berjalan lancar dan 
diperoleh hasil evaluasi bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut 
secara terpadu di kabupaten Barru dimaksudkan sebagai pengelolaan 
pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat 
                                                          
27 Wawancara dengan Bapak Rusdy Syam (pada tanggal 14 september 2016 
pukul10.20) 
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dikawasan pesisir dan kawasan budidaya perikanan dengan cara 
melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kawasan yang kaya 
akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang adadi dalamnya. 
Proses pengelolaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan dinamis 
dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi,budaya dan 
aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir sertakonflik kepentingan 
dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada.Sebagian 
besar masyarakat diwilayah pesisir Kabupaten Barru adalah nelayan yang 
menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir 
khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan 
menangkap ikan diperairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan 
masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh”2328 
 
Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 
terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan diperairan 
tersebut, serta masyarakat juga dapat memperoleh ikan di perairan pesisir 
dekat pantai yang pada potensinya akan meningkatkan kehidupan 
mereka. 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 bertujuan 
untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat 
melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, danprioritas 
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut diKabupaten Barru, 
sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada 
masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut 
melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah 
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daerah secara bersama-sama denganmasyarakat akan tercapainya 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat diKabupaten Barru. 
d. Melaporkan Perkembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru terkait dengan pelaporan 
perkembangan sumber daya Kelautan dan perikanan, beliau memaparkan 
bahwa :  
“lembaga yang terkait yang dibentuk oleh Bupati Barru untuk mengelola 
sumber daya wilayah tersebut sudah melaporkan kepada Pemerintah 
Kabupaten Barru dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru baik itu laporan tri wulan (setiap 3 (tiga) bulan sekali), 6 (enam) 
bulanan dan laporan tahunan (setiap setahun sekali)”.2924 
 
 Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah daerah 
kabupaten Barru berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, mengelolah sumberdaya nasional yang tersedia 
diwilayahnya serta bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. 
Selain itu untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir 
dan laut, perlu dilakukan upaya terpadu antara masyarakat dengan 
berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat 
tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Untuk mewujudkan kepastian hukum, 
efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut 
                                                          
29Wawancara dengan Bapak Dr. Ramli Laca (pada tanggal 14 september 2016 pukul 
09.20) 
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diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang 
pengelolaan pesisir dan laut. 
Berdasarkan Perda tersebut, pengelolaan sumber daya Kelautan 
dan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru pada 
dasarnya merupakan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat 
berdasarkan pada asas desentralisasi yang menjadi dasar kewenangan 
pemerintah daerah di Indonesia. 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten BarruNomor 
5 Tahun 2008 Bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan 
dengan berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, 
keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, serta 
pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal. Yang 
dimaksudkan dengan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan 
prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang 
dijalankan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut 
serta pemilihan fungsi ekosistem, dengan tetap memperhatikan prinsip 
keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya 
wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, 
keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar 
pihak, dan keterpaduan ruang, serta prinsip pemberdayaan masyarakat 
pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas 
dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan 
kegiatan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut. 
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Sementara yang dimaksudkan dengan prinsip akuntabel dan transparan, 
yaitu mekanisme kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan, 
masyarakat, sektor swasta dan berbagai pihak harus ditetapkan secara 
transparan, demokratis, dapat bertanggung jawab, menjamin 
kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dengan 
tetap memperhatikan prinsip pengakuan terhadap hak-hak tradisional 
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu 
penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-
ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat 
yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukan adanya manfaat 
yang diterima masyarakat maupun lingkungan. 
Pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi proses perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang 
dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan 
laut, ilmu pengetahuan dan manajemen. 
B . Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
 Persoalan pelaksanaan Tugas dan fungsi  pengelolaan sumber 
daya Kelautan dan perikanan di Kabupaten Barru pada dasarnya haruslah 
dipandang sebagai sebuah permasalahan pelaksanaan wewenang pada 
umumya. Dalam sebuah negara, kewenangan pemerintah merupakan hal 
yang tidak otonom. Tidak otonom yang dimaksudkan adalah bahwa, 
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pelaksanaan sebuah kewenangan pemerintah tidak pernah terlepas dari 
persoalan ekonomi dan politik dalam lingkungan penerapan kewenangan 
tersebut. Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah tingkat II yang adadi 
Indonesia, tentulah kondisinya sangat dipengaruhi oleh kondisi 
perpolitikan dan perekonomian yang terjadi secara umum di Indonesia. 
Namun ini adalah salah satu faktor dalam persoalan yang bersifat 
sistemik. Selain faktor-faktor sistemik, pelaksanaan tugas dan fungsi pun 
sangat dipengaruhi pada faktor-faktor yang bersifat Internal,faktor internal 
yang dimaksud adalah bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai 
pelaksana tugas dan fungsi dibidang tersebut. 
Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Pemerintah Kabupaten 
Barru terkait dengan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya perikanan di wilayah pesisir adalah : 
1. Pendanaan yang tersedia 
2. Sumber daya perikanan yang melimpah, serta 
3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan 
pemerintah Kabupaten Barru.2530 
Namun dari fakta yang penulis dapatkan di lapangan bahwa 
persoalan utama yang menjadi hambatan pelaksanaan Perda tersebut 
ialah sebagai berikut : 
                                                          
30Wawancara dengan Bapak Rusdy Syam (pada tanggal 14 september 2016 
pukul10.20) 
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1. Teknologi pemberdayaan dan produksi perikanan yang dimiliki oleh 
masyarakat kabupaten Barru. Dan hal ini dapat terjadi dikarenakan 
pengetahuan masyarakat pesisir mengenai penggunaan alat-alat 
produksi dan pemberdayaan perikanan yang lebih modern sangat 
kurang karena sebagian besar masih menggunakan peralatan yang 
tradisional. 
2. Merosotnya harga jual pada pemasaran 
3. Kualitas benih bibit yang kurang bagus atau kurang berkualitas. 
4. Ketidaksiplinan pembudidaya untuk menerapkan teknologi yang telah 
dianjurkan. 
5. Masih marak masalah SDM yang rendah dalam mengintruksi 
teknologi. 
6. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Contohnya : 
troll, bom, alat bius) 
Seharusnya pemerintah kabupaten Barru memperhatikan hal ini 
dan menjadikan ini sebagai prioritas utama untuk diselesaikan dalam 
rangka peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan di kabupaten 
Barru. Faktor tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan dan saling 
berkaitan satu sama lainnya. Seharusnya peningkatan ini dilakukan 
dengan cara memperbanyak pelatihan bagi masyarakat pesisir demi 
pengembangan pengetahuannya dalam mengelolah sumberdaya 
perikanan di kabupaten Barru. Selain itu faktor lain yang yang tidak kalah 
pentingnya adalah pengorganisasian masyarakat pesisir dalam 
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melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai mata 
pencahariannya. Organisasi yang dikelolah secara profesional tentu akan 
menghasilkan hasil yang signifikan jika dibandingkan dengan 
pengorganisasian yang dikelolah secara tradisional. Pembinaan yang 
dilakukan pemerintah pun akan semakin mudah mengingat 
profesionalisme sudah diterapkan sampai pada level masyarakat pesisir. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perikanan dan kelautan 
Kabupaten Barru sudah terlaksana dan optimal. Baik dalam hal 
sosialisasi pemanfaatan dan penyusunan program sudah 
berjalan dengan lancar, mekanisme pelaksanaan atau 
pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan pemerintah 
kab. Barru telah di delegasikan kepihak dinas perikanan dan 
kelautan kab. Barru sebagai penanggung jawab. 
2. Dari fakta yang didapatkan dilapangan bahwa faktoryang 
menjadi hambatan pelaksanaan perda tersebut adalah 
masyarakat itu sendiri dimana masih maraknya pelanggaran 
yang terjadi dalam mengelolah sumber daya tersebut dan 
kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran 
penulis adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya pembinaan umum yang berkaitan kebijakan di bidang 
perikanan dan kelautan serta konsultasi dengan lembaga terkait  
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baik pemerintah maupun non-pemerintah, keterpaduan 
kebijakan baik termasuk perumusan kebijakan kewilayahan 
ataupun pemanfaatan kelestarian serta perlindungan dibidang 
perikanan dan kelautan dalam rangka pembangunan daerah 
berkelanjutan. 
2. Serta Pemerintah perlu memberikan peralatan yang lebih 
modern dan ramah lingkungan yang bersubsidi sehingga 
masyarakat tidak lagi menggunakan cara tradisional dalam 
memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. 
Dalam hal ini perlunya turun tangan Pemerintah, Dinas kelautan 
dan perikanan, serta masyarakat untuk tetap bersinergi atau 
bekerjasama dalam mensejahterahkan perekonomian melalui 
sektor kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Barru. 
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